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AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK BEDAH KEPALA LEHER

BUKU I

NASKAH AKADEMIK

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN 
JAKARTA 2015

KATA PENGANTAR

Akreditasi program studi adalah pengakuan bahwa suatu program studi telah melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, maupun Organisasi Profesi guna menjamin kualitas lulusannya.  

Sebagai  satu-satunya lembaga akreditasi untuk program studi kesehatan, sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pengkuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Kesehatan tanggal 17 Oktober 2014, penetapan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes dilakukan dengan menggunakan standar penilaian atas masukan (input), proses (process), keluaran (output) dan dampak/ hasil (outcome), serta keterkaitan antara masukan, proses, keluaran dan hasil yang dijabarkan kedalam istrumen akreditasi.
Agar pelaksanaan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes memenuhi standar proses akreditasi yang berlaku di tingkat internasional maka perkumpulan LAM-PTKes secara terus menerus melakukan penyempurnaan terhadap instrumen akreditasi setiap program studi sehingga sesuai dengan perkembangan dan tuntutan proses akreditasi yang berlaku di dunia (international best practices).  

Instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis THT-Kepala Leher merupakan salah satu dari instrumen akreditasi program studi kesehatan yang telah selesai disempurnakan oleh Perkumpulan LAM-PTKes. Dalam upaya penyempurnaan tersebut, telah disusun instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis THT-Kepala Leher yang terdiri atas:

	BUKU I
	–
	NASKAH AKADEMIK  

	BUKU II
	–
	STANDAR DAN PROSEDUR 

	BUKU IIIA
	–
	BORANG  PROGRAM STUDI 

	BUKU IIIB
	–
	BORANG  UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI 

	BUKU IV
	–
	PANDUAN PENGISIAN BORANG 

	BUKU V
	–
	PEDOMAN PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI 

	BUKU VI
	–
	MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI 

	BUKU VII
	–
	PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN 

	BUKU VIII
	–
	PEDOMAN EVALUASI DIRI UNTUK AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI


Untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi, sebagai kelengkapan ke delapan buku tersebut di atas, telah  disusun pula sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Tim Penyusun instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis THT-Kepala Leher. 

Semoga instrumen akreditasi yang telah disempurnakan ini lebih tajam dalam menilai kinerja program studi, sehingga dapat lebih mendorong upaya peningkatan mutu program studi pendidikan dokter spesialis THT-Kepala Leher di seluruh Indonesia.
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BAB I

LATAR BELAKANG

A. Sejarah Pendidikan Dokter Spesialis THT-KL Indonesia
Pendidikan Spesialisasi Ilmu Penyakit Telinga Hidung Tenggorok dan Bedah Kepala Leher (THT-KL) di Indonesia telah dimulai pada masa penjajahan Belanda.  Pendidiknya antara lain ialah dr. de Haas yang mendidik Prof. Dr. Hendarmin dan Dr. Engelen. Pelaksanaannya bertempat di Centrale Bungerlijke Ziekeninrichting (CBZ) yang sekarang dikenal sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mereka kemudian menjadi guru bagi Prof. Dr. Moh. Zaman, Prof. Dr. Oepomo dan Dr. Andu sedamgkan Dr. R. A. J Niels sebagai pendidik bagi Dr. Chasan Busoirie. Sistem pendidikan waktu itu adalah sistem magang dan tidak ada kurikulum yang tertulis. Dengan demikian pendidikan spesialisasi sifatnya perorangan bukan institusi ataupun perhimpunan keahlian.

Pendidikan sewaktu zaman Jepang tidak jelas tetapi banyak dokter THT bangsa Jepang yang bekerja di Rumah Sakit di Indonesia. Pada awal kemerdekaan, pendidikan dengan sistem magang masih berlanjut hanya saja ijazah dikeluarkan oleh Institusi Pendidikan Bagian THT Fakultas Kedokteran tertentu. Setelah terbentuknya Ikatan Dokter Indonesia tahun 1950 ijazah keahlian yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian THT dilaporkan ke Majelis Dokter Ahli (MDA) yaitu suatu badan dibawah Pengurus Besar IDI.

Setelah berdirinya Perhimpunan Ahli THT (Perhati) pada tahun 1966 di Surabaya, pada kongresnya yang pertama di Bandung tanggal 18 April 1969 dikeluarkan suatu keputusan tentang pendidikan keahlian THT yang dikenal dengan Keputusan No. 2 Perhati tentang “Syarat-syarat minimal untuk memperoleh ijazah keahlian ilmu penyakit THT di Indonesia”.

Tanggal 12 Juli 1975 pada Kongres Perhati ke IV di Denpasar, Bali, diputuskan untuk meninjau kembali keputusan No.2 Perhati di Bandung tentang syarat-syarat minimal pendidikan keahlian THT itu untuk selanjutnya dibentuk Panitia Kurikulum Pendidikan Keahlian Penyakit THT-Perhati dengan anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil Pusat Pendidikan Keahlian Penyakit THT. Tugasnya adalah menyusun kurikulum pendidikan keahlian Penyakit THT di Indonesia yang komprehensif dan jelas serta lebih disesuaikan dengan perkembangan Ilmu Penyakit THT serta kebutuhan masyarakat. Batas waktu yang diberikan kepada panitia tersebut adalah sampai dengan Kongres ke V Perhati Tahun 1977  di Semarang. Panitia tersebut di atas diketuai oleh Dr. Sigit Koesma dan sekretaris Dr. Soewito serta anggotanya terdiri dari Prof. Dr. Nizar. S. T., Prof. Dr. Oepomo, Prof. Dr. Moh. Zaman, Dr. Chasan Boesoirie, Dr. Pangeran Siregar, Dr. Hudijono, Dr. Herri Soepardjo, Dr. Adenin Adenan, Dr. Erwin Tobing, Dr. Soelarjo dan Dr. Hadi Koesnan. 
Mereka telah menyelesaikan tugasnya dan menyerahkan buku kurikulum pendidikan ahli penyakit THT di Kongres Nasional Perhati Ke V di Semarang. Dalam kurikulum tersebut tercantum:

1. Dasar dan tujuan pendidikan

2. Objek pendidikan (“Core curicculum”) yang terdiri dari institutional objectives dan Departmental objectives Curriculum packages (Otologi, Rinologi, Faringologi, Laringologi, Bronko-Esofagologi, Onkologi serta Audiologi Vestibuler). Sedangkan untuk General Instructional Objectives dan Spesific Instructional Objectives (G. I. O dan S. I. O) diserahkan untuk dibuat di pusat-pusat pendidikan masing-masing.

3. Metodologi pendidikan. 

Dalam Metodologi Pendidikan ini ditetapkan:

a. Institusi mana yang berwenang untuk menjadi pusat pendidikan.

b. Kriteria apa yang harus dipenuhi sebagai pusat pendidikan (jumlah sub bagian, ketenagaan, jenis rumah sakit, alat-alat yang harus tersedia, perpustakaan dan lain-lain).

c. Strategi mengajar dan belajar

d. Syarat-syarat penerimaan calon dan

e. Sistem evaluasi

Kurikulum pendidikan keahlian THT yang dibuat oleh Perhati inilah yang akhirnya dengan sedikit tambahan disahkan oleh CMS ( Consorsium of Medical Sciences ) pada waktu itu untuk menjadi katalog Program Pendidikan Spesialis THT 1978. Dengan demikian pendidikan keahlian yang de facto diselenggarakan oleh perhimpunan (Perhati) akhirnya diselenggarakan oleh Institusi Pendidikan Pemerintah yaitu Fakultas Kedokteran Negeri.

Tepat sepuluh tahun kemudian pada Kongres Nasional Perhati Ke IX di Bandung Tahun 1989 diselenggarakan loka karya “Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dokter Spesialis THT Dalam Menyongsong Tahun 2000”. Tujuan loka karya tersebut adalah untuk merevisi katalog pendidikan keahlian THT 1978 yang disesuaikan dengan perkembangan IPTEKDOK dunia. Dalam loka karya tersebut berbicara al. Dir. Jen Pelayanan Medik Dr. Brotowasisto (Depkes), Prof. Dr. Ma’arifin Husein (CHS) dan Prof. Dr. Hanifa Wiknjosastro (MDS-IDI). Hasil loka karya tersebut dipergunakan sebagai asupan untuk panitia pengembangan katalog Pendidikan Spesialis THT 1978.

Dalam pengurusan PERHATI Periode 1989-1992 panitia pengembangan katalog Pendidikan Spesialis THT 1978 dibentuk dengan ketua, Prof. Dr. Soewito, sekretaris, dr. Soepomo serta anggota yang terdiri dari wakil tiap pusat pendidikan spesialisasi THT seperti UI yang diwakili oleh Prof. Dr. Purnaman S. Pandi, Dr. Indro Sutirto, Dr. Nusyirwan Rifki dan Prof. Dr. Nurbaiti Iskandar, UNPAD oleh Dr. Dindy Samiadi dan Prof. Dr. Soerimah, UGM oleh Prof. Dr. Soewito, Prof. Dr. Soenarto dan Dr. Soepomo Soekardono, UNDIP oleh Prof. Dr. Herry Soepardjo, Prof. Dr. Bambang S. S., UNAIR oleh Dr. Sardjono Sudjak dan UNHAS oleh Prof. Dr. Sedjawidada.

Dalam rapatnya yang pertama di Jakarta pada tahun 1990 diputuskan untuk masing-masing Pusat Pendidikan membuat konsep kurikulum baru termasuk satuan angka pendidikannya (satuan kredit semesternya). Secara acak dibagi setiap pusat dua disiplin keilmuannya yaitu Otologi, Rinologi, Neurotologi (Audiologi dan Vestibuler), Laringo-faringologi, Bronko-esofagologi dan Onkologi Bedah Kepala Leher. Setelah selesai diadakan rapat lagi untuk dibahas lebih lanjut. Oleh karena hampir 1 tahun tidak ada satupun yang mengirimkan naskah kurikulum tersebut, maka UGM yang dikoordinir oleh Prof. Dr. Soewito memberanikan diri untuk membuat konsep kurikulum baru berikut satuan kredit semester semua disiplin keilmuan. Selanjutnya mengirimkan ke semua Pusat Pendidikan untuk dikoreksi dan beberapa kali dibahas pada setiap kesempatan Raker Perhati. Ternyata dengan teknik umpan balik hasilnya cukup memuaskan karena hampir semua Pusat Pendidikan mengirimkan kembali hasil perbaikan bahkan ada yang membuat kurikulum ke seluruhan beserta pembobotan satuan kredit semesternya.

Rapat Paripurna Panitia Pengembangan Katalog 1978 pada Kongres PERHATI ke 11 di Yogyakarta yang berlangsung selama kepengurusan Perhati 1992-1995 yang diketuai Dr. Iwin Sumarman menerima dan mengesahkan dengan catatan diadakan perbaikan redaksi dan mengedit buku kurikulum tersebut. Berdasarkan Surat Keputusan PP Perhati No. 03/SKEP/PP/PHT/V/1996 tertanggal 6 Mei 1996 tertanda Dr. Masrin Munir SpTHT ditunjuk Dr. Averdi Roezin SpTHT, Dr. Efiaty Soepardi SpTHT dan Dr. Fachri Hadjat SpTHT untuk melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan kurikulum tersebut. Buku kurikulum ini diajukan kembali pada rapat kerja PERHATI tgl. 27 Oktober 1996 pada Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Perhati di Batu Malang. Dalam Raker ini diusulkan untuk membuat Kurikulum Dokter Spesialis I dan Spesialis II Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok dan Bedah Kepala Leher kepada Tim Penyusun.

Kemudian pada Rapat Kerja Perhati tgl. 25 Juli 1997 di Surakarta dengan suara bulat dinyatakan oleh Ketua Umum PERHATI Dr. Masrin Munir bahwa buku kurikulum Dokter Spesialis I Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok dan Bedah Kepala Leher yang telah disempurnakan diterima dan ditetapkan pula Tim Penyusun untuk segera merampungkan Buku Kurikulum Spesialis II THT dalam waktu yang tak terlalu lama.
Kolegium THT-KL Indonesia dalam Bahasa Inggris adalah The College Of Indo-ORL & HNS disahkan pada KONAS PERHATI-KL ke-13 di Semarang 27 Oktober 1999. Kolegium THT-KL Indonesia merupakan satu-satunya badan yang bertugas menyusun rencana, melaksanakan, mengembangkan, serta mengawasi upaya-upaya dan langkah-langkah organisasi Program Pendidikan Dokter Spesialis THT, THT-KL dan THT-KL(K) di Indonesia. Kolegium THT-KL Indonesia merupakan suatu badan otonom diluar PERHATI-KL yang berinduk pada Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, yang memiliki hubungan koordinatif dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga, Hidung, Tenggorok Indonesia. Kolegium THT-KL Indonesia adalah suatu badan otonom yang bersifat bebas, tidak mencari keuntungan (nirlaba), dijiwai oleh Sumpah Dokter Indonesia serta memenuhi Kode Etik Kedokteran Indonesia Kolegium THT-KL Indonesia berkedudukan di Ibu Kota atau Kota lain sesuai Keputusan Rapat Pleno Kolegium THT-KL Indonesia. Saat ini terdapat 12 sentra pendidikan dokter spesialis di seluruh Indonesia, yakni Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Gajah Mada, Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Sebelas Maret, Universitas Hasanudin, Universitas Andalas, Universitas Sumatra Utara, Universitas Sriwijaya, Universitas Udayana.
B. Landasan Hukum Akreditasi Program Studi THT-KL
Pengembangan akreditasi program studi THT-KL merujuk kepada: 

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional

2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61)
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88).

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 26, 28, 29, 42, 43, 44, 55).
Undang-Undang Dasar 1945 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional sebagai berikut:
Pasal 31

(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi  adalah sebagai berikut:
Pasal 60

(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal setiap jenjang dan jenis pendidikan.

(2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

(3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

(4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 61

(1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.

(2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi

(3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

(4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

(1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:

a. memiliki  pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan

c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah

(2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut.

Pasal 86

(1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.

(2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.

(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. 

Pasal 87

(1) Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan oleh :

a. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) terhadap program dan/atau satuan pendidikan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;

b. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi; dan

c. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal

(2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.

(3) Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.

(5) Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88

(1) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.

(2) Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

a.   berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.

b.   memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi  adalah sebagai berikut.

Pasal 26

(1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan   pendidikan akademik.

(2) Gelar akademik terdiri atas:

a. sarjana;

b. magister; dan

c. doktor.

(3)
Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.

(4)
Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
(5) Gelar profesi terdiri atas:

a. profesi; dan

b. spesialis.

Pasal 28

(1)
Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

(2)
Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.

(3)
Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

b. 
Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.

(4)
Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh: 

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

b.
Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.

(5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

(6)
Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

(7)
Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

(1)
Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.

(2)
Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

(3)
Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

(1)
Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.

(2)
Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.

(3)
Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.

(4)
Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

(1)
Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)
Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)
Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.

(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1)
Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.

(2) Serifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.

(3)
Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.

(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.

(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

(1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2)
Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(3)
Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.

(4)
Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(5)
Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

(6)
Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(7)
Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.

(8)
Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

1.4. Landasan Filosofis Profesi Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan Bedah Kepala Leher.

Seorang dokter spesialis THT-KL mempunyai landasan kepribadian yang mulia dan luhur, menguasai ilmu dan ketrampilan di bidang THT-KL, mampu berkarya, bersikap dan berperilaku menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu pengetahuan serta ketrampilan yang sudah dikuasai, dan rnernpunyai pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat.
Seorang dokter spesialis THT-KL dapat menjunjung tinggi kode etik kedokteran Indonesia, mempunyai pengetahuan dan ketrampilan untuk mengatasi masalah THT-KL darurat dan elektif terutama untuk kasus terbanyak yang terdapat di Indonesia. Seorang dokter spesialis THT-KL mampu mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan mengembangkan pelayanan ilmu THT-KL. 

Seorang dokter spesialis THT-KL mampu melakukan pelayanan preventif, curatif, promotif dan paliatif sesuai dengan ilmu THT-KL. 
1.5. Landasan Sosiologis  Profesi Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan Kepala Leher 
Seorang dokter spesialis THT-KL harus memiliki:

1. Rasa tanggung jawab dalam pengamalan ilmu kesehatan THT-KL sesuai dengan kebijakan pemerintah. 
2. pengetahuan yang luas dalam bidangnya serta mempunyai ketrampilan dan sikap yang baik sehingga sanggup memahami dan memecahkan masalah kesehatan THT-KL secara ilmiah dan dapat mengamalkan ilmu kesehatan THT-KL kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keahliannya secara optimal. 

3. Kemampuan menentukan, merencanakan dan melaksanakan pendidikan, penelitian secara mandiri dan mengembangkan ilmu ke tingkat akademik yang lebih tinggi. 

4. kemampuan mengembangkan sikap pribadi sesuai dengan etik ilmu dan etika kehidupan.
1.6. Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan Kepala Leher 
Program pedidikan dokter spesialis THT-KL bersifat dinamis,oleh karena itu harus selalu dilakukan evaluasi berkala setiap 5 tahun, meliputi evaluasi fungsi, struktur kinerja dan mutu program sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. Perbaikan program pendidikan harus berdasarkan analisis program sehingga perbaikan tersebut selalu memperhatikan aspek perjalanan masa lalu dan masa kini serta perpektif masa datang.
1.7. Baku Mutu  Program  Studi Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan Kepala Leher 
Pencapaian kesehatan yang optimal sebagai hak asasi manusia masyarakat perlu mendapat perhatian. Pelayanan yang baik dan bermutu merupakan dambaan masyarakat Indonesia. Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting sehingga pendidikan kedokteran akan menjadi penting. 

Kurikulum Ilmu THT-KL Indonesia merupakan seperangkat rencana dan pengaturan pendidikan yang meliputi tujuan pendidikan, isi, bahan pelajaran, cara pencapaian dan penilaian, yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan ilmu THT-KL. Model kurikulum berbasis kompetensi dilakukan dengan pendekatan terintegrasi baik horizontal maupun vertikal, serta berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan paripurna. Isi kurikulum meliputi prinsip-prinsip metode ilmiah, biomedik, ilmu kedokteran klinik dalam hal ini Ilmu THT-KL, ilmu humaniora yang disesuaikan dengan Standar Kompetensi yang ditetapkan. Prinsip-prinsip metode ilmiah meliputi metodologi penelitian, filsafat ilmu, berpikir kritis, biostatistik dan evidence-based medicine. Ilmu biomedik meliputi anatomi, biokimia, histologi, biologi sel dan molekuler, fisiologi, mikrobiologi, imunologi, patologi, dan farmakologi. Ilmu biomedik dijadikan dasar ilmu kedokteran klinik dalam hal ini ilmu THT-KL sehingga anak didik mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memahami konsep dan praktik kedokteran klinik.
Standar pendidikan dokter spesialis THT-KL ini merupakan standar umum dan dapat digunakan sebagai penjaga mutu dan sebagai landasan pengembangan berkesinambungan bagi semua penyelenggara program pendidikan dokter spesialis THT-KL di Indonesia. Hal ini menjadi penting karena sesuai dengan harapan semua penduduk Indonesia mendapat pelayanan yang memenuhi standar dan berkualitas. 

BAB II
KARAKTERISTIK, KUALIFIKASI DAN
KURUN WAKTU PENYELENGGARAAN
Spesialisasi dalam Pendidikan Kedokteran adalah suatu sistem pendidikan klinis lanjut yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran di suatu Universitas Negeri yang telah berdiri dengan tujuan menambah kompetensi yang bersifat khusus kepada peserta pendidikan yang merupakan dokter umum.
Kontrol terhadap jalannya program pendidikan dilakukan oleh Fakultas Kedokteran terkait dan Kolegium dan ujian akhir diselenggarakan oleh Kolegium demi mendapatkan standar mutu lulusan yang setara dengan standar mutu nasional.
A. Karakteristik Program Pendidikan Dokter Spesialis

Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) sebagai bagian dari pendidikan pascasarjana adalah pendidikan akademik yang memiliki tiga karakteristik utama, yaitu bahwa program itu merupakan pendidikan lanjut (advanced), terfokus (concentrated) dan bersifat cendekia (scholarly) (LaPidus, 1989). Selain ketiga karakteristik utama tersebut, unsur-unsur kontekstual pendidikan pada program Pendidikan Dokter Spesialis sangat penting untuk dipahami, yaitu bahwa dalam program Pendidikan Dokter Spesialis mahasiswa diberi peluang untuk memperdalam pengetahuan, memperluas wawasan, meningkatkan kompetensi, dan mengembangkan kematangan intelektual mereka yang dapat digunakan sebagai bukti untuk meningkatkan karir mereka.

1. Sifat Lanjut

Sifat "lanjut" mengandung arti bahwa program Pendidikan Dokter Spesialis dibangun di atas landasan pendidikan sarjana, dalam hal ini adalah sarjana kedokteran yang telah memiliki kompetensi sebagai dokter umum. Sifat lanjut bagi mahasiswa adalah dalam tingkat pendidikan yang dicapainya, dan penguasaan subyek (subject matter) yang ditekuninya secara lebih tuas dan mendalam. Sifat lanjut program tampak pada susunan kurikulum dan jenjang pendidikan yang dicapai. Di samping itu, sifat lanjut program tampak pada persyaratan yang dikenakan kepada mahasiswa dan dosen. Untuk mengikuti program Pendidikan Dokter Spesialis, mahasiswa dituntut untuk memiliki prestasi unggul pada jenjang pendidikan sebelumnya (program sarjana), agar mereka dapat memenuhi persyaratan penerimaan dan mampu menyelesaikan studinya dengan baik. Keunggulan prestasi itu dapat diperlihatkan datam bentuk IPK, dan hasil karya akademik lainnya pada jenjang pendidikan sarjana. Dilihat dari sisi dosen, sifat lanjut ini ditampilkan dengan persyaratan bahwa para dosen harus memiliki gelar lanjut (dalam hal ini dosen adalah seseorang yang telah mendapatkan kompetensi sebagai dokter spesialis THT-KL dari Kolegium THT-KL Indonesia); pakar dalam suatu bidang ilmu pengetahuan; dan aktif dalam kegiatan kepakaran, kegiatan ilmiah dan atau bertugas sebagai kontributor penelaah sejawat (peer review contributor) datam bidangnya.

2. Sifat Terfokus

Program Pendidikan Dokter Spesialis bersifat terfokus artinya program Pendidikan Dokter Spesialis ditata secara khas terfokus pada suatu kumpulan pengetahuan yang berdiri sendiri (a discrete body of knowledge) yang diajarkan oleh dosen yang diakui sebagai pakar di bidang THT-KL. Mahasiswa mengembangkan keahlian khusus tersebut setetah menunjukkan pemahaman yang menyeluruh. Program ini bersifat akademik dan keahlian yang berfokus pada kedalaman kajian datam suatu bidang studi yang terintegrasi dari pada keluasan yang meliputi berbagai bidang ilmu pengetahuan.
3. Sifat Cendekia

Sifat cendekia (scholarly) memiliki arti bahwa program Pendidikan Dokter Spesialis didasarkan atas landasan ilmu pengetahuan yang berkembang, yang dicapai dan disetujui oleh mereka yang bergerak dalam bidang tersebut dan terbuka untuk diuji dan divalidasi melalui prosedur yang secara umum disepakati. Program Pendidikan Dokter Spesialis tidak hanya berkenaan dengan penyebaran ilmu pengetahuan, melainkan dengan keterlibatan nyata dalam proses bagaimana ilmu pengetahuan itu ditemukan.
Penyelesaian program Pendidikan Dokter Spesialis mensyaratkan suatu pengalaman kecendekiaan yang integratif seperti ujian komprehensif, menyajikan dan mempertahankan makalah akhir.

B. Kualifikasi Program Pendidikan Dokter Spesialis

Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, program Pendidikan Dokter Spesialis yang merupakan bagian dari pendidikan pascasarjana adatah pendidikan akademik yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.

Program Pendidikan Dokter Spesialis diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-ciri (1) mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ipteks dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya, (2) mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah, dan (3) mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau yang serupa (Kepmendiknas No. 232/U/2000). Persyaratan akhir penyelesaian program Pendidikan Dokter Spesialis adalah penulisan makalah akhir atau hasil karya inovatif tertentu yang dihasilkan dari penelitian dan ujian komprehensif yang dilaksanakan secara seragam oleh Kolegium, maka penelitian merupakan unsur penting dalam rangka pendidikan pada program Pendidikan Dokter Spesialis. Penelitian dalam jalur program dimaksudkan untuk menyiapkan mahasiswa supaya dapat segera memasuki karir yang diharapkannya. Penelitian yang dilakukan pada umumnya adalah penelitian penerapan iptekdok dalam suatu bidang terkait.
Dalam pengertian umum penetitian orisinil (original) berarti bahwa penelitian tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya atau penelitian itu menghasilkan ilmu pengetahuan baru. Walaupun makalah akhir tidak boleh berupa duplikasi atau pengulangan atau pencontekan penelitian lain (plagiat); namun topik, proyek atau pendekatan yang dipergunakan dapat diambil dari peneliti lain. Pembimbing, penasehat atau dosen lainnya harus mendorong mahasiswa untuk mencari atau menjajagi topik penelitian dengan asumsi bahwa mahasiswa sendiri akan secara mandiri mengembangkan makalah akhirnya. Mahasiswa harus mampu menunjukkan bagian mana dari penelitian yang merupakan pemikirannya sendiri. Kemampuan tersebut merupakan indikator kemandirian mahasiswa, dan dapat digolongkan sebagai karya orisinil.

C. Kurun Waktu Pendidikan

Kurun waktu penyelesaian studi pada program Pendidikan Dokter Spesialis adalah sesuai waktu yang ditetapkan tanpa mengurangi mutu pendidikan. Sesuai Kolegium Institusi Pendidikan Dokter Spesialis THT-KL lama pendidikan adalah 8 semester atau lebih berdasarkan penyelesaian makalah akhir, terpenuhinya kompetensi klinis, kelulusan ujian komprehensif, dan kelulusan ujian evaluasi nasional. Isu ini menjadi semakin menarik dewasa ini karena berkaitan dengan kebutuhan dokter spesialis di Indonesia yang masih besar. Waktu penyelesaian studi pada program Pendidikan Dokter Spesialis juga sangat terkait dengan berbagai faktor, termasuk sarana dan prasarana yang disediakan perguruan tinggi, kesiapan dan perhatian dosen dan dosen pembimbing, kejelasan prosedur serta petunjuk pelaksanaan pendidikan dan sebagainya. Secara umum hal ini terkait dengan praktek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi (CGS, 1997, Phillips Et Pugh, 2000).
Di samping masalah kekurangan biaya, hambatan bagi penyelesaian studi pada program magister dalam waktu yang tepat, pada dasarnya beragam sekali, yang dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu (1) masalah yang berkaitan dengan mahasiswa (student-related problems), dan (2) masalah yang berkaitan dengan proyek penelitian (project-related problems).
Kesulitan pencapaian kompetensi yang disyaratkan oleh Kolegium bagi peserta pendidikan Dokter Spesialis dikarenakan keterbatasan sistem, sarana dan prasarana dari institusi pendukung pendidikan dokter spesialis ini.
Masalah yang berkaitan dengan mahasiswa, antara lain adalah penangguhan, perfeksionisme, kekurangan motivasi, kekurangmampuan dalam menulis, pengorganisasian kegiatan yang buruk, kegagalan program dalam mengetahui kekurangmampuan mahasiswa sejak awal, dan untuk Indonesia dapat ditambahkan masalah keluarga dan masalah sosial umumnya.

Masalah yang berkaitan dengan proyek penelitian, termasuk antara lain: kelambatan dalam menentukan topik penelitian sampai setelah selesai perkuliahan dan ujian kualifikasi, kesulitan dalam menentukan topik penelitian yang cocok bagi penetitian makalah akhir. Hal lain disebabkan oleh kurangnya bimbingan yang cukup, harapan yang tidak wajar dari dosen pembimbing, ambisi berlebihan dari mahasiswa, dan kurangnya database / bahan penelitian yang berakibat makalah akhir terlambat selesai.
Selain dari hal di atas; proses persetujuan suatu proposal penetitian yang kadang-kadang terlalu lama sehingga mahasiswa tidak dapat memulai penelitiannya dengan segera; penyusunan instrumen penetitian yang menuntut akurasi data; pengumpulan data penelitian yang melibatkan responden yang kurang peduli terhadap pentingnya data dalam penelitian; proses pengolahan data; koordinasi antara pembimbing yang satu dengan pembimbing yang lain; protokol hasil pembimbingan yang tidak teratur sehingga konsistensi sesi-sesi bimbingan tidak terjamin; hubungan antara mahasiswa dengan pembimbing yang tidak lancar terutama karena kurangnya kesempatan berkomunikasi antara keduanya.

D. Standar Kompetensi Dokter Indonesia
Standar kompetensi terdiri dari tujuh area kompetensi yang diturunkan dari gambaran tugas, peran dan fungsi seorang dokter dalam Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) strata pertama. Setiap area kompetensi ditetapkan definisinya, yang disebut kompetensi inti. Setiap area kompetensi dijabarkan menjadi beberapa komponen kompetensi, yang diperinci lebih lanjut menjadi kemampuan (KKI, 2006b). 
Area kompetensi yang dimaksud adalah:

· Komunikasi efektif

· Keterampilan klinis
· Landasan ilmiah ilmu kedokteran

· Pengelolaan masalah kesehatan

· Pengelolaan informasi

· Mawas diri dan pengembangan diri

· Etika, moral, medikolegal dan profesionalisme serta keselamatan pasien

E. Standar Kompetensi Dokter Spesialis THT-KL Indonesia
Program studi THT-KL menetapkan sembilan area kompetensi yang harus dikuasai peserta didik bagi mereka yang dinyatakan lulus pendidikan yakni (Kolegium THT-KL Indonesia, 2008):
1. Komunikasi efektif
Mampu melakukan komunikasi efektif dengan berbagai unsur yang terlibat, khususnya pasien dan keluarganya.
Komponen kompetensi :

· Mengidentifikasi berbagai bentuk dan cara komunikasi

· Mengidentifikasi hambatan komunikasi

· Menerapkan strategi komunikasi sesuai hambatan yang dihadapi

2. Manajerial

Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai profesi dan institusi dalam upaya mengantisipasi dan memecahkan masalah kesehatan dan mengembangkan penatalaksanaan pasien secara terintegrasi.
Komponen kompetensi :

· Mengidentifikasi karakteristik pasien dan potensi masalah

· Menyusun sarana dan prasarana kegiatan

· Menyusun strategi dan tata hubungan kerja

· Menyusun prosedur keadaan darurat

· Melaksanankan kegiatan pelayanan

3. Penguasaan dan penerapan ilmu kedokteran

Menguasai dan menerapkan secara terpadu ilmu dasar kedokteran biologi molekuler, biomedik, ilmu klinik, ilmu perilaku dan epidemiologi pada praktik kedokteran spesialis.
Komponen kompetensi

· Mengidentifikasi lingkup pengetahuan yang berkontribusi terhadap praktik
kedokteran

· Menguasai berbagai cabang ilmu yang mendasari praktik kedokteran

· Menerapkan secara terpadu berbagai cabang ilmu yang mendasari praktik
kedokteran

4. Riset

Melakukan penelitian secara mandiri maupun berkelompok dalam upaya pengembangan ilmu kedokteran dengan pendekatan berbasis bukti.
Komponen kompetensi :

· Mengindentifikasi masalah dalam lingkup praktik maupu kebijakan bidang kedokteran melalui pendekatan berbasis bukti (Evidence Based Medicine)

· Melaksanakan penelitian kedokteran secara mandiri

· Melaksanakan penelitian kedokteran secara berkelompok

5. Belajar sepanjang hayat
Mawas diri dengan senantiasa melaksanakan refleksi atas perkembangan pencapaian kemampuan kompetensi spesialis ilmu kedokteran sehingga dapat melaksanakan pengembangan diri dan profesi sesuai dengan perkembangan ilmu terkait di Indonesia maupun di luar negeri.
Komponen kompetensi :

· Melaksanakan kajian refleksi atas pencapaian kemampuan secara lisan dan dalam bentuk tulisan

· Merencanakan langkah-langkah pengembangan diri yang sesuai dengan hasil refleksinya atas pencapaian pribadinya

· Merencanakan langkah-langkah pengembangan diri yang sesuai dengan

· perkembangan ilmu kedokteran

6. Keterampilan klinik kedokteran spesialis

Melaksanakan praktik kedokteran yang berlandaskan ilmu kedokteran terkini yang telah terbukti melalui metoda ilmiah.

Komponen kompetensi :

· Menguasai pengetahui terkini atas pilihan metoda diagnostik maupun terapi yang digunakan dalam pengelolaan pasien

· Melaksanakan keterampilan klinik kedokteran secara lege artis
7. Kemampuan memanfaatkan dan menilai secara klinis informasi

Menyadari berbagai bentuk informasi dalam khazanah ilmu pengetahuan dan memanfaatkannya secara optimal dalam analisis berbagai hal yang berhubungan dengan ilmu kedokteran.
Komponen kompetensi :

· Mengidentifikasi dan mengakses informasi bidang ilmu 
· Memanfaatkan teknologi yang sesuai untuk mendukung praktik kedokteran

· Mengelola informasi dengan menggunakan teknologi informasi yang sesuai

8. Menerapkan etika, moral dan profesionalisme dalam praktek

Melakukan praktik dokter spesialis sesuai dengan aturan etika, Undang Undang dan Standar Profesi yang berlaku.
Komponen kompetensi :

· Menjunjung standar moral yang tinggi dalam melaksanakan praktik kedokteran

· Memahami berbagai aturan etika, Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang berlaku dalam praktik kedokteran di Indonesia
· Melaksanakan praktik kedokteran sesuai dengan Standar Profesi Kedokteran

9. Memiliki kemampuan mengajar mahasiswa tingkat pra sarjana, sarjana dan pasca sarjana
F. Standar Pendidikan Dokter Spesialis THT-KL Indonesia
Program studi THT-KL merupakan pendidikan akademi profesi dengan mengikuti sistem kredit semester. Perkuliahan dikelompokan dalam modul pengajaran yang terstandarisasi. Tingkat kemampuan yang diharapkan dicapai pada akhir pendidikan dokter spesialis THT-KL dikelompokan menjadi 4 tingkat, yakni:
Tingkat I

Dokter spesialis THT-KL mampu mengenali dan menempatkan gambaran-gambaran klinis sesuai penyakit tersebut ketika membaca literature. Dalam korespondensi, ia dapat mengenali gambaran klinik ini, dan mengetahui bagaimana mendapatkan informasi lebih lanjut. Tingkat ini mengindikasikan overview level. Bila menghadapi pasien dengan gambaran klinik ini dan menduga penyakitnya, dokter segera merujuk.
Tingkat II

Dokter spesialis THT-KL mampu membuat diagnosis klinis berdasarkan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang seperti pencitraan atau laboratorium, kemudian mampu merujuk dan menindaklanjuti sesudahnya.

Tingkat III

III A. Dokter spesialis THT-KL mampu membuat diagnosis klinik berdasarkan pemeriksaan fisik dan penunjang, kemudian memberikan terapi pendahuluan serta merujuk ke spesialis yang relevan (bukan kasus gawat darurat)

IIIB. Dokter spesialis THT-KL mampu membuat diagnosis klinik berdasarkan pemeriksaan fisik dan penunjang, kemudian memberikan terapi pendahuluan serta merujuk ke spesialis yang relevan (kasus gawat darurat)
Tingkat IV

Dokter spesialis THT-KL mampu membuat diagnosis klinik berdasarkan pemeriksaan fisik dan penunjang, kemudian menangani problem tersebut secara tuntas. 

Daftar penyakit terlampir dikelompokan menurut organ anatomi.

I. LARING FARING
	Nama Penyakit
	Tingkat Kemampuan Klinis

	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	2
	3A
	3B
	4

	1.         Modul Laringitis
	-
	-
	-
	-
	 

	2.         Modul Sumbatan Jalan Nafas Atas
	-
	-
	-
	-
	 

	3.         Modul Suara Parau
	-
	-
	-
	-
	 

	4.         Modul Disfoni
	-
	-
	-
	-
	 

	5.         Modul Faringitis
	-
	-
	-
	-
	 

	6.         Modul Tonsilitis
	-
	-
	-
	-
	 

	7.         Modul Abses Leher Dalam
	-
	-
	-
	-
	

	8. Modul neoplasma
	 
	 
	 
	 
	 

	9.      laringomalasia
	 
	 
	 
	 
	 


II. RINOLOGI - ALERGI

	 
	 

	Nama Modul
	Tingkat Kemampuan Klinis

	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	2
	3A
	3B
	4

	1.      Modul Benda Asing
	-
	-
	-
	-
	 

	2.      Modul Epistaksis
	-
	-
	-
	-
	 

	3.      Modul Polip Hidung dan Sinus Paranasal(*polip antrokoanal)
	-
	-
	-
	-
	 

	4.      Modul Rinitis Non Alergi
	-
	-
	-
	-
	 

	5.      Modul Rinitis Alergi
	-
	-
	-
	-
	 

	6.      Neoplasma
	-
	-
	-
	-
	 

	7.      Fungsi dan Disfungsi Indra  Penciuman
	-
	-
	-
	-
	 

	8. kelainan septum
	 
	 
	 
	 
	 


III.  AUDIO-VESTIBULAR

	 
	 

	Nama Modul
	Tingkat Kemampuan Klinis

	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	2
	3A
	3B
	4

	1. Modul Gangguan Pendengaran (*lengkap, tipe dan etiologi)
	-
	-
	 
	-
	 

	2. Modul Gangguan Keseimbangan
	-
	-
	-
	-
	 

	3. Modul Gangguan Pendengaran  Kongenital
	-
	-
	-
	-
	 


IV. BRONKO-ESOFAGOLOGI

	Nama Penyakit
	 

	
	Tingkat Kemampuan Klinis

	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	2
	3A
	3B
	4

	1. Modul Benda Asing
	-
	-
	-
	-
	 

	2. Modul Stenosis
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Gangguan motorik, spasme, akalasia 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. LPR
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Esofagitis korosif
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Trauma 
	 
	 
	 
	 
	 

	7. Varises
	 
	 
	 
	 
	 

	8. Neoplasma
	 
	 
	 
	 
	 

	9. Disfagia
	 
	 
	 
	 
	 

	10. Fistula trakeobronkoesofagus
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


V. OTOLOGI

	 
	 

	Nama Modul
	Tingkat Kemampuan Klinis

	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	2
	3A
	3B
	4

	1. Modul Trauma Telinga 
	-
	-
	-
	-
	 

	2.Modul Benda Asing, Serumen, dan Keratosis Obturans
	-
	-
	-
	-
	 

	3.Modul Radang Telinga Luar
	-
	-
	-
	-
	 

	4.Modul Radang Telinga Tengah
	-
	-
	-
	-
	 

	5.Modul Radang Telinga Dalam
	-
	-
	-
	-
	 

	6.Modul NeoplasmaTelinga
	-
	-
	-
	-
	 

	7.Modul Gangguan Nervus Fasialis
	-
	-
	-
	 
	-

	8. kelainan kongenital
	 
	 
	 
	 
	 


VI. BEDAH KEPALA DAN LEHER

	 
	 

	Nama Modul
	Tingkat Kemampuan Klinis

	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	2
	3A
	3B
	4

	1. Modul Neoplasma Hidung dan Sinus Paranasal
	-
	-
	-
	-
	 

	2. Modul Tumor Tonsil
	-
	-
	-
	-
	 

	3. Modul Tumor Faring (Angiofibroma, Karsinoma)
	-
	-
	-
	-
	 

	4. Modul Karsinoma Nasofaring
	-
	-
	-
	-
	 

	5.Modul Tumor Lidah
	-
	-
	-
	-
	 

	6.Modul Tumor Trakheo-Bronkhial
	-
	-
	-
	-
	 

	7.Modul Tumor Kelenjar Ludah
	-
	-
	-
	-
	 

	8.Modul Tumor Leher
	-
	-
	-
	-
	 

	9.Modul Tumor Esofagus
	-
	-
	-
	-
	 

	10. Modul Tumor Laring
	-
	-
	-
	-
	 


VII. MAKSILOFASIAL REKONSTRUKSI DAN BEDAH PLASTIK  

	 
	 

	Nama Penyakit
	Tingkat Kemampuan Klinis

	 
	1
	2
	3A
	3B
	4

	1.      Modul Trauma dan Fraktur Hidung
	-
	-
	-
	-
	 

	2.      Modul Kelainan Septum
	-
	-
	-
	-
	 

	3.      Modul Trauma Wajah dan Maksilofasial
	-
	-
	-
	-
	 

	4.      Modul Labioschizis
	-
	-
	-
	-
	 

	5.      Modul Palatoschizis
	-
	-
	-
	-
	 

	6.      Modul Kelainan Kongenital Telinga
	-
	-
	 
	-
	-


BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT 
AKREDITASI PROGRAM STUDI THT-KL
Setiap program studi THT-KL harus memenuhi Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis THT-KL. Ketentuan mengenai kesesuaian dengan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis THT-KL dilakukan melalui mekanisme akreditasi.
Akreditasi bertujuan untuk melakukan evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi THT-KL terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, yang mencerminkan kelayakan tahap akademik dan profesinya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi THT-KL dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar pendidikan profesi yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi THT-KL yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program.

BAN-PT adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi THT-KL berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi THT-KL adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa program studi THT-KL yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan standar pendidikan Dokter Spesialis THT-KL sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.

2. Mendorong program studi THT-KL untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi

3. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program studi THT-KL merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi THT-KL yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan itu. 

BAB IV
ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN 
AKREDITASI PROGRAM STUDI THT-KL
A.  Umum

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi THT-KL terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi THT-KL  yang diakreditasi, dan BAN-PT sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) standar akreditasi program studi THT-KL yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan  program studi THT-KL; (2) prosedur akreditasi  program studi THT-KL yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi THT-KL; (3) instrumen akreditasi program studi THT-KL yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi THT-KL, disusun berdasarkan standar akreditasi yang ditetapkan; dan (4) kode etik akreditasi program studi THT-KL yang merupakan aturan main untuk menjamin kelancaran dan objektivitas proses dan hasil akreditasi  program studi THT-KL.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai keempat aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II yang membahas standar dan prosedur akreditasi program studi THT-KL; Buku III tentang instrumen akreditasi dalam bentuk borang program studi THT-KL dan borang unit pengelola program studi THT-KL; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

B. Standar Akreditasi Program Studi THT-KL
Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi THT-KL. Standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi THT-KL, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi THT-KL, (3) penetapan kelayakan program studi THT-KL untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu  program studi THT-KL.   

Standar akreditasi program studi THT-KL mencakup standar tentang komitmen program terhadap kapasitas institusional (institutional capacity) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (educational effectiveness), yang dikemas dalam tujuh standar akreditasi, yaitu: 

Standar 1.     Visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi pencapaian 
Standar 2.     Tata pamong,  kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu
Standar 3.     Mahasiswa dan lulusan 
Standar 4.     Sumber daya manusia 
Standar 5.     Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
Standar 6.     Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
Standar 7.     Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama
Asesmen kinerja program studi THT-KL didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi program studi THT-KL  yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi THT-KL  dari pejabat yang berwenang; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau  rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi THT-KL; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi THT-KL, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.
Deskripsi setiap standar akreditasi itu adalah sebagai berikut.
Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program studi THT-KL untuk meraih cita-cita di masa depan. Strategi dan upaya perwujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, berurutan dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar. 

Strategi yang dirumuskan berdasarkan analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sahih dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah dipahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (platitude). 

Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program studi THT-KL yang bersangkutan.

Suatu program studi THT-KL harus dan wajib mempunyai visi, misi, dan tujuan yang jelas, terprogram, reliable dan visible sehingga dapat menjadi landasan sistem penyelenggaraan dari pendidikan spesialis. Visi suatu program studi THT-KL adalah menghasilkan lulusan dokter spesialis THT Bedah Kepala Leher yang mempunyai   kemampuan professional bersifat internasional dan mampu bersaing secara global. (Kolegium THT-KL Indonesia 2008). Sedangkan misi program pendidikan dokter spesialis THT-KL adalah mewujudkan pendidikan dokter spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Leher yang bermutu dan relevan untuk kebutuhan nasional maupun global, serta mampu berperan serta dalam peningkatan kesehatan masyarakat khususnya diIndonesia. 
Tujuan umum setelah melalui proses belajar untuk menyelesaikan suatu kurikulum pendidikan yang telah ditentukan, maka akan menghasilkan lulusan yang:

1. Mempunyai rasa tanggungjawab dalam pengamalan ilmu kesehatan sesuai dengan kebijakan pemerintah, serta berwawasan global
2. Mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidangnya serta mempunyai keterampilan dan sikap professional sehingga sanggup memahami dan memecahkan masalah kesehatan secara ilmiah dan dapat mengamalkan ilmu kesehatan kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keahliannya secara optimal
3. Mampu menetukan, merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan penelitian secara mandiri dan mengembangkan ilmu ketingkat akademik yang lebih tinggi

4. Mampu menghasilkan sikap pribadi sesuai dengan etika ilmu dan profesi.

Tujuan khusus dari program pendidikan dokter spesialis  THT-KL, diharapkan lulusannya mampu:

1. Memperagakan teknik pemeriksaan diagnostic penyakit THT-KL serta mampu menginterpretasikan hasilnya
2. Mendiagnosis penyakit dan kelainan THT-KL yang sering dijumpai dan mampu mengelola selanjutnya
3. Mendiagnosis penyakit dan kelainan THT-KL yang memerlukan tindakan segera, mampu memberikan pertolongan pertama dan mengelola selanjutnya.
4. Mendiagnosis penyakit dan kelainan THT-KL yang jarang dijumpai, mampu memberikan pertolongan sementara dan merujuk selanjutnya.
5. Mengidentifikasi secara efektif penyakit dan kelainan THT-KL yang akibatnya dapat menyangkut segi social dan psikologik, mampu mengusahakan habilitasi dan rehabilitasi selanjutnya.
6. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program penyaringan dengan tujuan seleksi dini untuk mencegah, membatasi dan rehabilitasi penyakit-penyakit THT-KL yang banyak dijumpai di masyarakat.

7. Mengembangkan sikap pribadi kehidupan professional yang sesuai dengan kode etik kedokteran di Indonesia.

8. Mengembangkan pengalaman belajar dengan memilih sumber-sumber belajar yang tepat menjurus ke tingkat profesi dan akademik yang lebih tinggi

9. Memahami struktur organisasi pelayanan dari suatu bagian ilmu kesehatan Telinga Hidung Tenggorol Bedah Kepala Leher dalam suatu Rumah Sakit/ Fakultas kedokteran serta mampu membangun serta mengelola selanjutnya.

10. Memahami sistim metodologi penelitian ilmiah dan mampu melaksanakan serta menyusun suatu publikasi ilmiah.

11. Memahami sistim pendidikan, mampu mengajarkan ilmu yang didapat kepada mereka yang memerlukan.
Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program studi THT-KL.
Standar 2: Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu
Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong (governance), kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan sistem penjaminan mutu program studi THT-KL  sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan  dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Tata pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan program studi THT-KL  dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Tata pamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara program studi THT-KL dengan para pemangku kepentingan. Tata pamong dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik. 

Sistem pengelolaan adalah suatu pendekatan sistematik untuk mengelola sumber daya, infrastruktur, proses, dan atau kegiatan serta orang. Manajemen mutu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pemangku kepentingan serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi. Termasuk di dalamnya langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan akibat dari kelemahan mutu produk dan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan program studi THT-KL secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem penjaminan mutu pada umumnya merupakan cerminan sistem pengelolaan masukan, proses, keluaran, hasil, dampak, umpan, dan balikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan continuous quality improvement pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (quality management system) dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan (customer satisfaction). 
Standar 3: Mahasiswa dan lulusan
Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu  mahasiswa dan lulusan yang terkait erat dengan mutu calon mahasiswa. Program studi THT-KL harus memiliki sistem seleksi yang andal, akuntabel, transparan dan bertanggung jawab dan adil. Di dalam standar ini program studi THT-KL  harus memiliki fokus dan komitmen yang tinggi terhadap mutu penyelenggaraan proses akademik dan profesi (pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat) dalam rangka memberikan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa untuk menjadi lulusan yang mampu bersaing. Standar ini juga mencakup bagaimana seharusnya program studi THT-KL memperlakukan dan memberikan layanan prima kepada mahasiswa dan lulusannya. Termasuk di dalamnya segala urusan yang berkenaan dengan upaya untuk memperoleh mahasiswa yang bermutu tinggi melalui sistem dan program rekrutmen, seleksi, pemberian layanan akademik/fisik/sosial-pribadi, monitoring dan evaluasi keberhasilan mahasiswa (outcome) dalam menempuh, penelaahan kebutuhan dan kepuasan mahasiswa serta pemangku kepentingan, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan.

Mahasiswa adalah kelompok pemangku kepentingan internal yang harus mendapatkan manfaat, dan sekaligus sebagai pelaku proses pembentukan nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan/program akademik dan profesi yang bermutu tinggi. Mahasiswa merupakan pembelajar yang membutuhkan pengembangan diri secara holistik yang mencakup unsur fisik, mental, dan kepribadian sebagai sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Oleh karena itu, selain layanan akademik, mahasiswa perlu mendapatkan layanan pengembangan minat dan bakat dalam bidang spiritual, seni budaya, olahraga, kepekaan sosial, pelestarian lingkungan hidup, serta bidang kreativitas lainnya. Mahasiswa perlu memiliki nilai-nilai profesionalisme, kemampuan adaptif, kreatif dan inovatif dalam mempersiapkan diri memasuki dunia profesi dan atau dunia kerja.

Pelayanan akademik mahasiswa disediakan dalam bentuk pembimbing akademik dan pembimbingan praktik kerja, penyediaan unit bimbingan, konseling, dan informasi kerja, serta ketersedian berbagai sarana olahraga, seni, dan rekreasi.

Syarat dan kriteria seleksi mahasiswa baru (Kolegium THT-KL Indonesia, 2008)
Syarat umum

· Memiliki ijazah Fakultas Kedokteran yang diakui di Indonesia

· Sudah menunaikan tugas wajib sarjana (dokter PTT di Departemen Kesehatan) atau tunda wajib sarjana (NON-PTT)

· Batas usia maksimum calon peserta adalah 35 tahun

· Calon peserta dari Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan dan TNI/POLRI harus disetujui Departemen Kesehatan, dan bagi dokter Pegawai Negeri Sipil pasca PTT harus mendapat persetujuan dari Sekjen Departemen Kesehatan

· Calon peserta dari Swasta perorangan dan Departemen lain dapat mendaftar langsung

· Calon peserta harus memenuhi persyaratan seleksi administratif dan seleksi akademik.

Persyaratan administratif sesuai ketentuan yang berlaku:
· Surat permohonan dari yang bersangkutan

· Rekomendasi dari Kanwilkes setempat/sertifikat tunda atau Selesai Masa Bakti

· Fotokopi NIP/KARPEG bagi dokter Pegawai Negeri Sipil

· Surat pernyataan bersedia ditempatkan sesuai program DEPKES setelah selesai pendidikan spesialisasi (bagi dokter Pegawai Negeri Sipil pasca PTT)

· Surat keputusan pengangkatan dari R.S.Swasta/BUMN (bagi dokter pasca PTT RS Swasta/BUMN)

· Daftar riwayat hidup

· Surat keterangan berbadan sehat

· Fotokopi ijazah Dokter yang dilegalisir Dekan Fakultas

· Daftar nilai dari Fakultas Kedokteran (Transkrip)

· Pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar

· Mengisi formulir lamaran peserta program dari Sekretariat Bersama Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang lengkap

· Surat rekomendasi dari IDI setempat yang menyatakan tidak pernah melakukan malpraktek atau pelanggaran kode etik kedokteran

· Surat keterangan berkelakuan baik dari instansi yang berwenang atau Polri
Seleksi akademik

Calon peserta program yang memenuhi persyaratan administratif akan mendapat surat panggilan dari KPS Ilmu Penyakit THT FK setempat untuk mengikuti seleksi akademik. KPS/SPS menentukan jadwal seleksi akademik. Seleksi akademik yang harus diikuti oleh calon peserta program adalah:
a. Ujian teori dasar tentang Ilmu Penyakit THT (Ujian Tulis/MCQ)

b. Wawancara oleh Staf Pengajar Departemen Ilmu Penyakit THT Fakultas Kedokteran setempat
c. Psikotes 

d. Pemeriksaan Kesehatan Umum oleh Majelis Penguji Kesehatan (MPK) RS Pemerintah Setempat

e. Pemeriksaan Kesehatan Khusus oleh Sub Departemen Audiologi/Neurotologi THT FK setempat
f. Memiliki nilai TOEFL minimal 450 dari Lembaga Bahasa yang diakui oleh Departemen  Ilmu Penyakit THT FK setempat. Jika nilai TOEFL kurang dari 450 calon peserta harus mengikuti ujian TOEFL di Lembaga Bahasa yang ditunjuk oleh Departemen Ilmu Penyakit THT FK Setempat
g. Tes kemampuan menggunakan Komputer dan Internet dilaksanakan oleh Departemen Ilmu Penyakit THT FK Setempat 
h. Nilai Indeks Prestasi Kumulatif minimal disesuaikan dengan peraturan FK setempat.

Rapat penentuan penerimaan peserta program dilakukan oleh Ketua Departemen dan Staf Pengajar THT FK setempat. Calon peserta program yang lulus ujian seleksi masuk dilaporkan ke Wakil Dekan dengan tembusan ke Dekan Fakultas Kedokteran untuk penyelesaian administratif serta mengikuti Metodologi Penelitian dan Orientasi Rumah Sakit. Calon peserta program yang tidak lulus ujian seleksi masuk diberi kesempatan untuk menempuh seleksi masuk maksimal 2 (dua) kali.
Lulusan adalah status yang dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan sesuai dengan persyaratan kelulusan yang ditetapkan. Sebagai salah satu keluaran langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh program studi THT-KL, lulusan yang bermutu memiliki ciri penguasaan kompetensi akademik termasuk hard skills dan soft skills serta dibuktikan dengan kinerja lulusan di masyarakat sesuai dengan profesi dan bidang ilmu. Program studi THT-KL yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai human capital bagi program studi THT-KL yang bersangkutan. 
Standar 4: Sumber daya manusia

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya manusia, serta bagaimana seharusnya program studi THT-KL memperoleh dan mendayagunakan sumber daya manusia yang bermutu tinggi serta memberikan layanan prima kepada sumber daya manusianya untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sumber daya manusia  adalah dosen dan tenaga kependidikan yang mencakup pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga kependidikan lainnya yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhan program tridarma perguruan tinggi. 

Dosen adalah komponen sumber daya utama yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas pokok dan fungsi mempelajari, mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. Jumlah dan mutu dosen menentukan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik program studi THT-KL.

Merupakan tenaga pengajar yang memenuhi persyaratan, dengan pendidikan S2, Sp1, S3, dan Sp2.  Seluruh pengajar berdasarkan kompetensinya masing-masing mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pengajaran, dan penelitian bagi setiap peserta program selama proses pendidikan berlangsung. Setiap pengajar memiliki kompetensi sebagai pembimbing, penguji, dan penilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Persyaratan  Staf  Pengajar

a. Batasan

        Staf pengajar ialah mereka yang karena keahliannya sebagai dokter spesialis Ilmu Penyakit THT diberi wewenang untuk membimbing,mendidik dan menilai peserta    Program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis-1 Ilmu Penyakit THT di Fakultas Kedokteran. Calon staf pengajar IPDS THT-KL adalah Sp. THT-KL lulusan Fakultas Kedokteran yang telah terakreditasi atau lulusan luar negeri yang telah selesai melakukan adaptasi. Calon staf harus bersedia melakukan Tridharma Perguruan Tinggi.
b. Penggolongan staf pengajar

    1. Pembimbing
Mereka yang ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan bimbingan dalam peningkatan keterampilan (psikomotor) peserta PPDS namun tidak diberi tanggung jawab atas bimbingan peningkatan bidang ilmiah (kognitif). Terdiri dari spesialis THT-KL dengan status staf pengajar aktif di fakultas kedokteran negeri yang ditunjuk oleh kepala bagian THT-KL di Fakultas tersebut atau Spesialis THT-KL yang bukan staf pengajar Fakultas Kedokteran Negeri dengan masa kerja minimal 3 tahun dan ditunjuk oleh kepala bagian. 
2.  Pendidik
Mereka yang selain mempunyai tugas sebagai pembimbing diberikan pula wewenang dan tanggung jawab untuk peningkatan bidang ilmiah peserta program pendidikan dan berkewajiban untuk melaporkan hasil pendidikannya kepada penilai yang membawahinya atau kepada pengelola program pendidikan.

Mereka harus mempunyai ijazah dokter spesialis Ilmu Penyakit THT sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun dan bekerja secara terus menerus di Fakultas Kedokteran Negeri.

Mereka yang sudah menyandang ijazah dokter spesialis Ilmu Penyakit THT selama 5 (lima) tahun dan bekerja di Rumah Sakit lain di luar Rumah Sakit Pendidikan yang dipergunakan sebagai Rumah Sakit Jejaring Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

3.  Penilai

Mereka yang diberi wewenang melakukan penilaian hasil pendidikan dokter spesialis Ilmu Penyakit THT dan bekerja di Departemen Ilmu Penyakit THT Fakultas kedokteran atau Rumah Sakit pendidikan Mereka harus mempunyai ijazah dokter spesialis Ilmu Penyakit THT sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ditambah rekomendasi dari Tim Koordinasi Pelaksana PPDS THT-KL.
Program studi THT-KL merencanakan dan melaksanakan program-program peningkatan mutu dosen yang selaras dengan kebutuhan, untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Program studi THT-KL yang baik memiliki sistem pengelolaan mutu yang memadai untuk pembinaan dan peningkatan mutu tenaga kependidikan, baik bagi pustakawan, laboran, teknisi, staf administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya. Program studi THT-KL yang baik memiliki tenaga kependidikan dengan jumlah, kualifikasi dan mutu kinerja yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program yang ada. 

Standar 5: Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sistem pembelajaran di program studi THT-KL. Kurikulum adalah rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi THT-KL tahap akademik maupun profesi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan pendidikan dan standar kompetensi Dokter Spesialis THT-KL. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan yang dicakup oleh suatu program studi THT-KL dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi program studi THT-KL. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing program, program studi THT-KL menetapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur, tataurutan, kedalaman, keluasan, dan penyertaan komponen tertentu.
Komponen penting dari setiap kurikulum adalah tersedianya kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapat pengalaman belajar lapangan di dalam Sistem Pelayanan Kesehatan yang secara nyata termuat di dalam kurikulum.
Pembelajaran (tatap muka atau jarak jauh) adalah pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan, tutorial, praktikum atau praktek, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang menantang agar dapat mengkondisikan mahasiswa berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat pada mahasiswa (student-centered) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk belajar mandiri dan kelompok. 

Struktur kurikulum

Struktur  Kurikulum dan Beban Studi

Program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis-1 Ilmu Penyakit THT dilaksanakan dalam 4 tahap, yaitu tahap prakualifikasi, kemampuan diagnostik, penatalaksanaan terapi, penatalaksanaan pasien secara terintegrasi.  Metode pembelajarana berupa:

· Kajian kritis makalah-jurnal, tinjauan pustaka

· Pembelajaran berdasarkan masalah

· Evidence based medicine

· Bedside teaching

· Pengelolaan pasien poliklinik dan rawat
· Tugas jaga malam
· Diskusi dan laporan kasus
· Penulisan makalah serta presentasi di forum nasional maupun international
Struktur dan komposisi pendidikan dikemas dalam kurikulum yang dijabarkan dalam modul dengan mengintegrasikan pengetahuan teori dan praktek. Pendidikan dilakukan dalam 7-10 semester dan dicapai melalui empat tahap:

Tahap I (1Semester) : Pada tahap ini menentukan apakah PPDS mampu melanjutkan pendidikan dalam program pendidikan THT-KL. Bila peserta tidak lulus pada tahap I, diusahakan untuk disalurkan ke program studi lain yang sesuai melalui tim kordinasi PPDS Fakultas. Pada tahap ini diharapkan PPDS mencapai tujuan khusus diantaranya:

1. Menguasaipengetahuan dasar kelainan dan penyakit THT-KL. 
2. Menguasai teori klinik umum dan keterampilan memeriksa, menentukan pengobatan dan menetapkan indikasi tindakan/operasi

3. Memahami teknik, cara-cara mengatasi keadaan darurat dibidang THT-KL

4. Memahami prinsip bedah umum, sterilisitas, persiapan pra bedah dan perawatan pasca bedah

5. Memahami metodologi penelitian dasar

Tahap II (3-4Semester). Pada tahap ini diharapkan PPDS mencapai tujuan khusus diantaranya:
1. Menguasai pengetahuan klinik khusus THT-KL

2. Menguasai keterampilan, memeriksa dan mengobati penderita di poliklinik sub-bagian dan menentukan indikasi operasi

3. Menguasai keterampilan, melakukan operasi ringan dan sedang sub bagian tersebut

4. Mampu menyusun karangan ilmiah dari masalah yang ada di sub bagian, dengan pengalaman belajar yang diperoleh dari hasil tinjauan khusus serta mampu mempresentasikannya dibidang ilmiah

5. Mengetahui teori dasar penelitian dan penulisan tesis.

Tahap III (2 Semester). Pada tahap ini diharapkan PPDS mencapai tujuan khusus diantaranya:

1. Melakukan pelayanan THT-KL di Klinik

2. Melakukan pendidikan untuk tingkat paramedik

3. Mengetahui dan memahami teknik anastesi yang berhubungn dengan bidang THT-KL

4. Mengetahui dan memahami hasil pemeriksaan radiologi yang berhubungan dengan bidang THT-KL

5. Menyiapkan usulan penelitian

Tahap IV (1 Semester). Pada tahap ini diharapkan PPDS mencapai tujuan khusus diantaranya:

1. Melakukan pelayanan kesehatan THT-KL serta pelayanan klinik khusus THT sosial

2. Membantu pendidikan mahasiswa kedokteran S1

3. Menyajikan tesis akhir

Evaluasi

Evaluasi dilakukan terhadap pencapaian tampilan professional (kemampuan/keterampilan professional) yang terdiri dari tiga bidang :

P: pengetahuan (bidang kognitif)

K: keterampilan (bidang psikomotor)

S: sikap (bidang afektif)

Evaluasi pendidikan dapat meliputi evaluasi program pendidikan (EPP) dan evaluasi hasil pembelajaran (EHP). Evaluasi program pendidikan dilakukan secara berkala oleh pengelola pendidikan. Dalam upaya inovasi pendidikan menuju lebih baik, maka komponen-komponen program yang meliputi Evaluasi Hail Pembelajaran, metoda Pembelajaran, Kinerja Tenaga Pengajar, sarana Penunjang dan pembiayaan harus dievaluasi. Proses pembelajaran bertujuan mengubah tingkat kemampuan peserta program dari tingkat tertentu ke tingkat yang lebih tinggi. Evaluasi pembelajaran ini merupakan sistematika proses pengumpulan, pengukuran, pengolahan dan penilaian akhir. Bentuk evaluasi dapat berupa uji tulis, uji praktek, dalam bentuk uji prosedur atau uji kasus, uji simulasi, presentasi kasus, penulisan karangan ilmiah, hasil penelitian, tesis dan observasi perilaku berkesinambungan.
Dalam menyusun instrument evaluasi harus diperhatikan factor validitas, reabilitas, objektifitas, relevansi bersifat komprehensif dan ekonomis praktis. Pelaksanaanya dilakukan oleh sub-bagian sebagi uji awal dan uji akhir, dan nilai harus dalam bentuk angka hasil penilaian ketiga ranah pendidikan. Pendidikan dokter spesialis THT-KL merupakan pendidikan profesi yang harus menggunakan criteria patokan. Bila kemampuan disalah satu bidang maka harus mengulang. Nilai batas lulus harus ditetapkan dalam rapat tindak lanjut evaluasi. Pada akhir pendidikan, dilakukan ujian nasional yang dilaksanakan oleh kolegium yang menjadi dasar evaluasi kompetensi bagi peserta didik. 
GELAR 


Peserta Program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis-1 Ilmu Penyakit THT-KL yang dinyatakan lulus berhak menggunakan gelar Dokter Spesialis Telinga Hidung dan Tenggorok Bedah Kepala Leher (Dr. Sp.THT-KL).

Standar 6: Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya pendukung penyelenggaraan proses akademik yang bermutu mencakup pengadaan dan pengelolaan dana, sarana dan prasarana, serta sistem informasi yang diperlukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan/menyelenggarakan misi, dan untuk mencapai tujuan program studi THT-KL. 

Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program-program akademik yang bermutu di program studi THT-KL. 

Program studi THT-KL dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendidikan yang mempunyai peran untuk perencanaan, penerapan metoda pendidikan, melakukan penilaian terhadap proses pendidikan dan melakukan inovasi baru program pendidikannya. Sarana dan prasarana sebagai berikut :
1. Rumah Sakit Pendidikan Utama 

2. Rumah Sakit Jejaring Pendidikan  

3. Fasilitas kesehatan lain
· Sebagai Sarana Pengalaman Belajar Lapangan (SPBL)

Fasilitas Pendidikan di RS.Pendidikan Utama 
- Poliklinik Rawat Jalan THT 

- Bangsal Rawat Inap

- Poliklinik Divisi

- Kamar Tindakan Bedah Minor THT 

-.Kamar Operasi di Instalasi Gawat Darurat dan Instalasi Bedah Pusat

- Rekam Medik

- Ruang Perpustakaan THT dilengkapi fasilitas internet
- Ruang Kuliah THT

- Ruang Diskusi Kecil THT

- Ruang Laboratorium THT

- Alat Peraga dan Audiovisual (LCD, Komputer)

- Alat diagnostik (otoskop, lampu kepala, spekulum hidung, spatula lidah,   kaca laring, kaca rinoskopi posterior, endoskop kaku, endoskop lentur, otomikroskop, audiometer, timpanometer, OAE, ASSR, BERA, lensa Nasal, set uji cukit kulit alergi)

Fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit pendidikan utama dan rumah sakit mitra pendidikan lainnya serta rumah sakit jejaring.

RS Pendidikan utama dan RS mitra pendidikan mempunyai

· Sarana rawat inap:

· Jumlah TT (tempat tidur) untuk pasien THT-KL(dewasa/anak)  18 TT dan BOR minimal 60 %
· Mempunyai variasi kasus sesuai dengan lingkup materi kurikulum, termasuk kasus spesialistik dan subspesialistik

· Jumlah minimum bervariasi harus menunjang untuk pelatihan pencapaian kompetensi yang dituntut
· Sarana rawat jalan meliputi:

Poliklinik umum, spesialistik, subspesialistik dan penunjang. Jumlah dan variasi kasus rawat jalan harus mendukung pencapaian kemampuan. Termasuk layanan pendidikan spesialis lain.

· Sistem pencatatan medik:

Rumah Sakit/bagian harus mempunyai sarana dan sistem pencatatan  medis (Medical Record System) yang baik sesuai standar yang berlaku dan menunjang proses pendidikan, pelayanan dan penelitian.

Sarana Penunjang

Sarana penunjang yang dibutuhkan ialah sarana/fasilitas yang digunakan dalam proses pendidikan dalam upaya pencapaian kemampuan yang ditetapkan sesuai kurikulum. Sarana penunjang tersebut dapat dipunyai atau dikelola sendiri oleh Pusat Pendidikan atau dimiliki oleh instansi lain tetapi dapat dimanfaatkan oleh Pusat Pendidikan melalui program kerja sama (networking system).

Sarana pengalaman belajar lapangan.
Puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

Perpustakaan.

Menyediakan informasi lmiah yang mendukung pencapaian tujuan dalam lingkup pendidikan THT-KL. Bahan-bahan bacaan yang seyogyanya disediakan oleh perpustakaan ialah bacaan yang disebut pada daftar kepustakaan setiap paket pendidikan. Mempunyai akses terhadap perpustakaan kedokteran dan sistem informasi lain (networking system; multimedia, internet).

Administrasi dan sistem pengelolaan manajerial yang mantap dan memenuhi syarat. Sistem pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung penjaminan mutu penyelenggaraan akademik dan profesi program studi THT-KL.
Standar 7:  Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama
Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program studi THT-KL. 
Penelitian adalah salah satu tugas pokok yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Program studi THT-KL harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program-program penelitian yang menjadi unggulan. Sistem pengelolaan ini mencakup akses dan pengadaan sumber daya dan layanan penelitian bagi pemangku kepentingan, memiliki peta-jalan (road-map), melaksanakan penelitian serta mengelola dan meningkatkan mutu hasilnya dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan program studi THT-KL. 
Program studi THT-KL menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. Program studi THT-KL memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil-hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi.
Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa. Program studi THT-KL pendidikan dokter yang baik memiliki sistem pengelolaan kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan program-program akademik dan profesi.  Hasil kerjasama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan sebagai perwujudan akuntabilitas dari suatu lembaga nirlaba.  Program studi THT-KL yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program-program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif program studi THT-KL dan memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran dan mutu sumber daya yang ada. 
Akuntabilitas pelaksanaan tridarma dan kerjasama diwujudkan dalam bentuk efektivitas pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan terutama peserta didik.
Penjelasan dan rincian masing-masing standar akreditasi tersebut menjadi elemen-elemen yang dinilai, disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku II.
C. Prosedur Akreditasi Program Studi THT-KL 
Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi dilakukan melalui peer review oleh tim asesor yang terdiri atas para pakar dalam berbagai bidang ilmu kedokteran, yang memahami hakikat penyelenggaraan/pengelolaan program studi THT-KL. Semua program studi THT-KL akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT terhadap program studi THT-KL negeri dan swasta.
Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. BAN-PT memberitahu program studi THT-KL mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi program studi THT-KL.

2. Program studi THT-KL mengajukan permohonan kepada BAN-PT untuk diakreditasi dengan melampirkan:

a. Persyaratan eligibilitas yaitu:

i. SK Pendirian program studi THT-KL
ii. Izin operasional program studi THT-KL
b. Dokumen akreditasi beserta lampirannya yaitu:

i. Laporan Evaluasi Diri program studi THT-KL
ii. Borang program studi THT-KL
iii. Borang unit pengelola program studi THT-KL
3. BAN-PT memverifikasi kelengkapan dokumen tersebut.

4. BAN-PT menetapkan (melalui seleksi dan pelatihan) tim asesor yang terdiri atas tiga orang pakar sejawat yang memahami pengelolaan  program studi THT-KL.

5. Setiap asesor secara mandiri menilai  laporan evaluasi-diri program studi THT-KL, borang program studi THT-KL, dan borang unit pengelola program studi THT-KL (asesmen kecukupan), serta melakukan penyamaan persepsi penilaian.
6. BAN-PT melakukan evaluasi kelayakan dilakukannya asesmen lapangan.

7. Jika layak dilakukan asesmen lapangan, BAN-PT menugaskan tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi THT-KL.
8. Tim asesor melaporkan hasil asesmen lapangan kepada BAN-PT paling lama seminggu setelah asesmen lapangan.

9. BAN-PT memvalidasi laporan tim asesor.

10. BAN-PT menetapkan hasil akreditasi perguruan tinggi.

11. BAN-PT mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas, dan menyampaikan sertifikat akreditasi kepada program studi THT-KL.

12. BAN-PT menerima dan menanggapi keluhan atau pengaduan dari masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses maupun hasil penilaian.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam buku tersendiri, bersama dengan rincian Standar Akreditasi program studi THT-KL, yaitu Buku II.

D. Instrumen Akreditasi Program Studi THT-KL
Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi THT-KL dikembangkan berdasarkan standar, elemen dan butir penilaian seperti dijelaskan dalam Bagian A dari bab ini. Data, informasi dan penjelasan setiap standar dan elemen serta butir yang diminta dalam rangka akreditasi dirumuskan dan disajikan oleh program studi THT-KL dalam instrumen yang berbentuk borang dan evaluasi diri. 
Borang akreditasi adalah dokumen yang berupa laporan diri (self-report) suatu program studi THT-KL, yang dirumuskan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku IV dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi THT-KL yang diakreditasi. Borang akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi THT-KL secara berkelanjutan. 

Evaluasi-diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi THT-KL.  Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Isi borang akreditasi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi program studi THT-KL. Standar dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan borang akreditasi. 

Program studi THT-KL mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: relevansi (relevance), suasana akademik (academic atmosphere), pengelolaan internal dan organisasi (internal management and organization), keberlanjutan (sustainability), efisiensi (efficiency), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah kepemimpinan (leadership), pemerataan (equity), dan tata pamong (governance). 
Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku IIIA dan Buku IIIB.
E. Kode Etik Akreditasi Program Studi THT-KL 
Untuk menjaga kelancaran, objektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi, BAN-PT mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor,  program studi THT-KL yang diakreditasi, dan para anggota dan staf sekretariat BAN-PT. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (the does) dan yang tidak layak dilakukan (the don’ts) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap pelanggarannya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat dan jenis peguruan tinggi dan program studi THT-KL. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi program studi THT-KL.

BAB V

FAKTOR PENDUKUNG

Program Pendidikan Dokter Spesialis THT-KL di Indonesia diselenggarakan oleh suatu Fakultas Kedokteran Negeri yang telah terakreditasi A, yang pelaksanaanya di bawah pengawasan Kolegium. Sebagai program pendidikan kompetensi klinis maka keberadaan instalasi kesehatan, dalam hal ini Rumah Sakit, mutlak diperlukan. Program Pendidikan Dokter Spesialis THT-KL mensyaratkan adanya Rumah Sakit Pendidikan tipe A sebagai tempat pendidikan klinis utama dan beberapa Rumah Sakit Jaringan untuk pemantapan kompetensi klinis mahasiswa. Selain institusi, dalam kegiatan pendidikan klinis juga mutlak diperlukan adanya sumber daya manusia yang memenuhi dalam sisi kompetensi dan jumlah.

A. Institusi

Fakultas Kedokteran

Program Pendidikan Dokter Spesialis diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Negeri yang telah terakreditasi A dan disetujui oleh Kolegium THT-KL Indonesia. Pendirian program studi THT-KL harus berdasarkan SK Rektor dan Dekan dan disetujui oleh serta masuk sebagai anggota Kolegium THT-KL Indonesia. Sehingga sebuah program studi THT-KL berjalan di dalam koridor Fakultas Kedokteran bersangkutan dan Kolegium.

Rumah Sakit Pendidikan

a. Rumah Sakit Pendidikan Utama

Keberadaan Rumah Sakit Pendidikan Utama mutlak diperlukan dalam suatu program studi THT-KL. Rumah Sakit Pendidikan yang diijinkan sebagai Rumah Sakit utama adalah RS pendidikan tipe A, sehingga dapat memenuhi kebutuhan fasilitas-fasilitas, patologi anatomi, rehabilitasi medis, radionuklir, dan instalasi pendukung lainnya.

b. Rumah Sakit Jejaring
Rumah Sakit Jejaring diperlukan untuk menambah pengalaman klinis peserta pendidikan. Mahasiswa yang dikirimkan ke Rumah Sakit Jejaring adalah mahasiswa tahap lanjut yang telah diijinkan untuk mengerjakan operasi secara mandiri. RS Jejaring yang telah ditentukan berdasarkan MoU dengan program studi THT-KL diampu oleh minimal satu dokter bedah THT-KL. Seluruh kegiatan di RS jejaring diawasi dan dikontrol oleh pengampu dan laporan kegiatan diserahkan ke program studi THT-KL bersangkutan setiap selesai stase. Rapat tahunan dilaksanakan oleh program studi THT-KL dengan mengundang pengampu dari seluruh RS jejaring untuk evaluasi dan koordinasi.

B. Sumber Daya Manusia

Paramedis

Paramedis adalah termasuk perawat, laboran, tenaga medis dan tenaga pendukung lainnya. Sebuah RS pendidikan harus memiliki paramedis dengan jumlah dan kompetensi yang sesuai yang menjamin berjalannya program pendidikan dengan baik.

Administrasi

Tenaga administrasi, baik yang bekerja di bawah manajemen RS maupun sekretariat program studi THT-KL sangat diperlukan dalam jumlah dan kemampuan yang mencukupi. Termasuk di dalamnya adalah sekretaris, keuangan, teknologi informasi, rekam medis, dan tenaga perpustakaan.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada stakeholders (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi.

Asesmen kecukupan adalah pengkajian (review), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam evaluasi-diri dan borang atau portofolio, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi.

Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan institusi perguruan tinggi atau program studi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam instrumen akreditasi yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah lembaga yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi dan atau institusi perguruan tinggi.
Borang adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi tingkat diploma, sarjana, profesi, magister, spesialis, dan doktor.
Elemen penilaian   adalah bagian dari standar akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu institusi perguruan tinggi atau program studi.
Evaluasi-diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi.  Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi. 
Misi adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk mewujudkan visi institusi atau program studi tersebut. 
Pemangku kepentingan (Stakeholders) adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam kelancaran proses dan mutu hasil program, seperti sivitas akademika dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan keluarganya, pengguna hasil program, masyarakat dan pemerintah.

Standar akreditasi adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi. 
Tata pamong [governance] adalah sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong dalam kegiatan bisnis, dan komunitas di luar lingkungan akademik.
Tim asesor adalah suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang diberi tugas oleh BAN-PT untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi. 
Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peran yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peran yang akan dicapai oleh suatu  perguruan tinggi atau program studi. 
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